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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar
biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia.
Terorisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memiliki keterkaitan
ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika
lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Kendatipun aksi
terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir

ini kebanyakan dilakukan IIBEI ﬂMn hanya sedikit aktor-

akterdariduar-Namun tidak dapat dibantah bahwa aksi terorisme saat
L merupakan suatu gabﬁagat-t]agp@aLu Qrfestilrd@ngereka
yang memiliki jejaring trans-nasional.*

Dalam rangka mencegah dan memerangi Terorisme tersebut,
sejak jauh sebelum marakanya kejadian-kejadian yang digolongkan
sebagai bentuk terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional
maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan

kebijakan kriminal (criminal policy) disertai kriminalisasi secara
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sistematik dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan
sebagai Terorisme.?

Terorisme bukan sekedar aksi teror semata, akan tetapi pada
kenyataannya tindak pidana terorisme juga melanggar hak asasi
manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri
manusia yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan
nyaman. Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu
perwujudan dari konsep negara hukum yang diatur di dalam ketentuan
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebelum amandemen terhadap UUD 1945,
pengakuan atas hak asasi manusia diatur di dalam ketentuan Pasal 28

UUD 1945. Sedangkan siﬂahpﬁ Memen terhadap UUD

1945 pengaturandnengenai hak asai manusia semakin diperjelas dan
dipenncl sebagaimana yaﬁ g;}:r] Qa@al'n IQSE Zi-dﬁ y¥al 28A-
28J UUD 1945.

Dalam mengupayakan pemenuhan dan perlindungan hak asasi
warga dari tindak kejahatan terorisme maka pemerintah Indonesia
merasa membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002. Yang pada tanggal 4

April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang RI dengan Nomor 15
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Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme3. Yang
kemudian di revisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Salah satu hal yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang
terorisme pertama adalah tragedi bom di Sari Club dan Paddy’s Club
Kuta Legian Bali 12 Oktober 2002, yang selayaknya digolongkan

sebagai kejahatan terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang

ada. Tragedi tersebut adIIBeIu_afAtM bahwa teror adalah

aksi yang sangat keg yang tldak me JWgerhltungkan tidak

ggl LQth pe QWH&I nilai

kemanusSiaan. Manusia yang tidak tahu menahu akan maksud, misi atau

memperdulikan__ dan

tujuan pembuat teror telah menjadi korban tidak berdosa (innocent
victim). Rakyat tidak berdosa hanya menjadi ongkos kebiadaban
manusia yang tidak dimenangkan dan tidak disupremasikan aksi teror
yang terjadi di Legian Bali.* Sejak kejadian terori tersebut banyak
wisatawan yang mengurungkan niatnya untuk mengunjungi tempat-

tempat wisata tersebut. Adanya hal tersebutlah yang membuat

8 Romli Atmasasmita dan Tim, Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-
Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15
tahun 2003), (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak
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penduduk Indonesia menjadi was-was untk melaksanakan aktifitasnya.
Selain itu, hal tersebut juga berpengaruh terhadap pendapatan Negara
dari wisatawan-wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia menjadi
berkurang karena takut akan adanya aksi terorisme yang ada di Negara
ini, namun saat ini lambat laun rasa takut datang ke Indonesia sudah
mulai berangsur angsur membaik hal ini dikarena pemerintah melalui
alatnya yaitu Kepolisian Republik Indonesia cukup untuk mengusut
tuntas secepatnya pelaku Tindak Pidana Terorisme itu dengan
memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini
menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Untuk melakukan

pengusutan, telah ada perIarBtIE«AaMﬂgatur tentang Tindak

Pidana Terorisme.

Kepolisian Repub% kac;]wgao | seQal;.ljcai Ialaa Me\éerintah
merupakan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan dalam
penindakan hukum membentuk Satuan Tugas Anti Teror bernama
Detesamen Khusus 88 Anti Teror POLRI (Densus 88/AT). Tugas
Densus 88/AT adalah menangani segala bentuk ancaman teroris
termasuk diantaranya ancaman bom dan penyanderaan. Dalam
menangani ancaman dan aksi teroris, Densus 88/AT memerlukan
laporan intelijen sebagai informasi awal untuk melakukan tindakan.
Inteljen menjadi salah satu kunci penegakkan hukum dalam
memberantas, mencegah terhadap tindak pidana terorisme. Bukti awal

dari laporan intelijen memberikan kewenangan Densus 88/AT untuk



melakukan penangkapan. Fungsi intelijen dalam struktur organisasi dari
Densus 88/AT sangat strategis.®

Oleh karena itu untuk mengkaji lebih lanjut, penulis tertarik untuk
meneliti lebih jauh kedalam bentuk penulisan karya ilmiah tesis dengan
judul  “PENEGAKKAN HUKUM DETASEMEN KHUSUS 88
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN

TINDAK PIDANA TERORISME.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakkan Hukum Detasemen Khusus 88 Kepolisian

Reptfblik Indonesia ItBuEﬁangan tindak pidana
Waya glagmggjus ﬁ(eJM@aWepublik

InaMm dalam pencegahan tindak pidana terorisme?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui dan menganalisa Penegakkan Hukum
Detasemen Khusus 88 terhadap penanggulangan tindak pidana

terorisme.
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b. Untuk mengetahui dan menganalisa Upaya Detasemen Khusus
88 Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak

pidana terorisme.

2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian dari penulisan Tesis ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis
1) Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum,
khususnya hukum pidana, lebih khusus terhadap tindakan
penegakan hukum Detasemen Khusus 88 Kepolisian

Republik IndoneIsB L AkMa Terorisme.

ini __diharapkan dapat menambah bahan
Waan hﬁ Q t] Q Q ILqu1 PuJan@ Wsusnya
Wengenai penegakan hukum Detasemen Khusus 88
Kepolisian Republik Indonesia dalam Tindak Pidana
Terorisme dan pencegahannya. serta dapat melengkapi hasil
penelitian serta penulisan yang telah dilakukan oleh pihak lain

di bidang yang sama.

b. Kegunaan Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar
serta landasan dalam melakukan penelitian sejenis pada

penelitian selanjutnya.



2) Memberikan masukan bagi para penegak hukum Kepolisian
Republik Indonesia, lebih khususnya lagi Detasemen 88, dan
seluruh masyarakat tentang pentingnya penegakkan hukum
Detasemen Markas 88 Kepolisian Republik Indonesia
terhadap penanggulangan dan pencegahan Tindak Pidana

Terorisme.

D. Landasan Teori
1. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk
mewujudkan ide-ide dang kepastiam hukum dan kemanfaatan
sosial menjadi kenyatlBatlﬂeAgM(um pada hakikatnya
adalah proses perwuj@r@*—‘i}j@ O | @) 'F |_a W

Pemegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata
sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan
hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-
ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi

kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang

melibatkan banyak hal.®

6 Dellyana,Shant, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1988, him 32



Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana

menjadi 3 bagian yaitu:’

a. Total enforcement

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana
yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (subtantive law of
crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin
dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh
hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan
penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan
pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum

pidana substantif sIanhbﬁrMan-batasan. Misalnya

dibutuhkangaduan terlebih dahulu sebag]%i Syarat penuntutan
pada_delik-delik a@ag:(mcq @zljcteg. Ru @yk\ép yang

dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

. Full enforcement,

Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat
total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan
hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum

secara maksimal.

. Actual enforcement,

Menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a

realistic expectation, sebab adanya keterbatasanketerbatasan
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dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan
sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan
dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan
actual enforcement.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka
penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan
hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan pelbagai
sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan,
pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja
lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum

haruslah dipandang dii BWESA M

aamPenerapanhukum dgrandang sebagal sistem normatif (normative
ol sTaTal sl R=)Y AN

menggambarkan nilai-nilai social yang didukung oleh sanksi

system)_yaitu pe

pidana.

b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif
(administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai
aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan
diatas.

c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social
system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana
harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang

ada dalam lapisan masyarakat.
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2. Teori Hukum Pidana

Mengenai teori hukum pidana , pada umumnya dapat

dikelompokkan sebagai berikut®:

a. Teori Absolut

Teori Absolut disebut juga teori pembalasan. Pandangan
dalam teori ini adalah bahwa syarat dan pembenaran dalam
penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri, terlepas
dari fungsi praktis yang diharapkan dari penjatuhan pidana
tersebut. Dalam ajaran ini, pidana terlepas dari dampaknya di
masa depan, karena telah dilakukan suatu kejahatan maka harus

dijatuhkan hukumal. BarlfeﬂﬂMini terdapat keyakinan

yahgsmutlaksatas pidana itu sendiri, sekalipun penjatuhan pidana
sebenarnya tidak ba,gg;n(@l Q)lnkapnﬁmil‘rki @\Myak yang
lebih buruk terhadap pelaku kejahatan. Perlu diketahui bahwa
maksud dan tujuan ajaran absolut ini selain sebagai pembalasan,
menurut pandangan Stammler adalah juga untuk menunjukkan
kepada masyarakat bahwa hukum telah ditegakkan. Tujuan
pemidanaan dalam ajaran absolut ini memang jelas sebagai
pembalasan, tetapi cara bagaimana pidana tersebut dapat
dibenarkan kurang jelas, karena dalam ajaran ini tidak dijelaskan

mengapa harus dianggap adil meniadakan rasa terganggunya
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masyarakat dengan cara menjatuhkan penderitaan terhadap

seseorang yang melakukan kejahatan. Tindakan Pembalasan di

dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:

1) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari
pembalasan)

2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam

di kalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan)

. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan berpangkal pada dasar
bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum)

dalam masyarakzi. Bit ﬂMt untuk mencegah

timbulnyamsuatu %ahatan dengan tujlfn agar tata tertib
r;g;‘lit;rg) Q\ILmQ ri rLfa@ erjatuhan

pidana tergantung dari efek yang diharapkan dari penjatuhan

masyarakat tetap

pidana itu sendiri, yakni agar seseorang tidak mengulangi
perbuatannya. Hukum pidana difungsikan sebagai ancaman
sosial dan psikis. Hal tersebut menjadi satu alasan mengapa
hukum pidana kuno mengembangkan sanksi pidana yang begitu
kejam dan pelaksanaannya harus dilakukan di muka umum, yang
tidak lain bertujuan untuk memberikan ancaman kepada
masyarakat luas. Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori

ini ada 2 macam vyaitu®:
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Teori pencegahan Umum

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada
penjahat ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk
berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan
contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan
melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat
itu. Feuerbach memberkenalkan teori pencegahan umum
yang disebut dengan Paksaan Psikologis. Dalam teorinya
menghendaki penjeraan bukan melalui pidana, melainkan
melalui ancaman pidana dalam perundang-undangan. Tetapi

apabila ancaszkaIberﬂngah suatu kejahatan,

makagpidana harus dEuhkan karenafpablla pidana tidak
l@a@a I@ gnyL— @Wan dari

ancaman tersebut. Ajaran yang dikembangkan Feuerbach

dyatuhkan aka

tidak mengenal pembatasan ancaman pidana, hanya syarat
bahwa ancaman pidana tersebut harus sudah ditetapkan
terlebih dahulu.
Teori pencegahan Khusus

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku
kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi
melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah
berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam

bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan



3)
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jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada tiga macam yaitu

menakut-nakutinya, memperbaikinya, dan membuatnya

menjadi tidak berdaya. Van Hamel membuat suatu gambaran

tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus yaitu:

a) Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni
untuk menakut-nakuti orang-orang yang yang cukup dapat
dicegah dengan cara penjatuhan pidana agar orang tidak
melakukan niat jahatnya.

b) Akan tetapi, jika tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara
menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat

e 3] AM

e)mdikaspenjahat itu tidak dapat diperbaiki, penjatuhan pidana
parus bersifﬁn@ntﬂwgagn| atQ rfemanaanyr\!ka tidak
berdaya.
d) Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan
tata tertib hukum didalam masyarakat.
Teori Gabungan
Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan
dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain
dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori
gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi

pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa
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yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata
tertib dimasyarakat.

b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata
tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya
pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang
dilakukan terpidana.

Titik tolak dari Teori ini, sebagaimana dianut oleh Hugo
Grotius, adalah bahwa siapa yang berbuat kejahatan, maka ia akan
terkena derita. Penderitaan dianggap wajar diterima oleh pelaku
kejahatan, tetapi manfaat sosial akan mempengaruhi berat-

ringannya derita yang IaBdIa_tuﬁ Mn dengan pandangan

tersebutpaM:Pay ROSsi _menyatakan bahwa selain pembalasan,
)hug pp nt@fala @Wpldana

Karena kita hidup dalam masyarakat yang tidak sempurna dan tidak

prevensi umum Juga

mungkin juga untuk menuntut keadilan yang absolut, maka dapat
kiranya kita mencukupkan diri dengan pemidanaan yang
dilandaskan pada tertib sosial yang tidak sempurna tersebut.
Dengan kata lain penerapan hukum pidana yang manusiawi dibatasi
oleh syarat-syarat yang dituntut oleh masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian



Sumber Data

15

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif
(doktrinal), yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

(library research).1°

. Metode Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
perundang-undangan dan konseptual.*! Pendekatan ini akan
dilakukan dengan pengkajian secara mendalam terhadap peraturan
perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang
terutama yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Tipe kajian
dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk

mendeskripsikan atau Intlibﬁ M jelas tentang hal-hal

yang berkaitan dengagbjek yang akan diteliti*?. |_
chool of Law
Dalam penelitian ini difokuskan pada data sekunder,
terdiri atas :
a. Bahan hukum primer
Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma
atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-

undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan,

10

Sugianto Darmadi, Kedudukan ilmu Hukum dalam Iimu dan Filsafat, Bandung:

Bandar Maju, 1988), Him. 66.

11

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media

Grup, 2011, HIim. 133 dan 136.

12

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Pres, 2014,

Him. 74.
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Yurisprudensi, Traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan
yang hingga kini masih berlaku seperti KUHP.13

Bahan hukum sekunder

yaitu yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap
berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek
kajian seperti literatur-literatur, dokumen, peraturan perundang-
undangan, karya ilmiah, laporan hasil penelitian, maupun sumber
lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.*
Bahan hukum tertiert®

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hulLBriIrEr AsMer contohnya kamus,

ensikiopediagdan lai

Bchool of Law

4 Jehnik-Pengumpulan ag

a.

Penelitian lapangan (field research), yaitu penulis wawancara
langsung dan terbuka dalam bentuk tanya-jawab atau pihak-
pihak yang terkait yang berkaitan dengan permasalahan dalam
tulisan ini.

Penelitian pustaka (library research), yaitu penulis juga mencari
sumber-sumber data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan

mencari, menginventarisasi, mencatat, dan mempelajari data-

13
14
15

Ibid,

Ibid
Ibid

him 52
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data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang

dibahas.16

5. Analisis Data

Data yang diperolen melalui kegiatan penelitian kepustakaan
maupun penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif kemudian
disajikan secara deskriptif, yaitu menguraikan, menjelaskan, dan
menggambarkan sesuai penelitian ini guna menjawab dan
memecahkan masalah serta pendalaman secara menyeluruh dan

utuh dari objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang

IBLAM

bersifat deskripsi.t’

E. Sistematika Penulisan

wAHULSA@hOOI of Law

Pada bab ini, penulis menjelaskan ,mengenai latar
belakang, Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, Landasan teori, Metode Penelitian serta

sistematika penulisan.

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas mengenai tinjauan umum

mengenai Tindak Pidana Terorisme, Densus 88,

16
17

Ibid
Ibid, him 98
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Penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan
tindak pidana terorisme.

BAB Il : PENEGAKKAN HUKUM DETASEMEN KHUSUS 88
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME
Dalam bab ini  dibahas dan di analisa mengenai
Penegakkan Hukum Densus 88.

BAB IV : UPAYA DETASEMEN KHUSUS 88 KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

TERORISMI B L A M

pemmmmmmmbRalam  Bab ini akan dibahas_ mengenai upaya
ﬂ:gahanQap @r@nlgg@nﬁem |—T@1¥V Pidana
'Terorisme oleh Densus 88
BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran
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